BUPATI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR \» TAEPUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALOQO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menirmbang : a. bahwa untuk mewujudkan good governance, Pemerintah
Daerah harus memberikan kesempatan yang luas
kepads warga dan masyarakat untuk mendapatkan
akses pelayanan voublik berdasarkan prinsip-prinsip
kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan;

b. bahwa untuk nierndorong komitmen aparatur pemerintah
terhadap peningkatan mutu pelayanan perlu adanya
pedoman sebagai acuan dalam menjalankan
fungsinya scbagai pelayan masyarakat;

c. behwa  berdasarkan  pertimbangan stbagiaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu rmembentuk
Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum [Fenanganan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Cerontalo Tabhun Anggaran 2013;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

[y

Mengingat
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II ¢i Sulawesi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822),;



2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
. pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041j, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomo- 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3830j;

3.Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tabhun 1999 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Repuktlik Irndonesia
Nomor 3351);

4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomwor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4437 sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomocr 12 Tehun 2008 (L.embaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Negare. Republik Indonesia Nomor 4844);

5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor £039);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembi.oaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indcnesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4594};

Memperbatikan : 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005
tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil
Bupati serta Pejabat Daerah dalam Melaksanakan
Tugas Texnis Sehari-hari (Lembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3. Seri E},



Menetapkan

sebagairnana telah aiubah dengan Peraturan Bupati
Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah
Kabug: ten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perbaikan dan Feningkatan Mutu Pelayanan Aparatur

Pemerintah Kepada Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT! TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUFATEN GORCNTALO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasai .

Dalam Peraturan Bupati®ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten C(orontalo.

2. Pemerintah Daerah #dalah Kepala Daerah dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

3. Kepale Daerah adalah Bupati Gorontalo.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur
pembantu Kepala Daecrah dalam penyelengaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan
Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan kepala
daerah atau disebut dengan peraturan bupati adalah
peraturan yang ditetapkan oieh kepala daerah sebagai
pelaksanaan darn peraturan daerah yang bersifat
mengatur dan mengikat secara umum.

6. Pengaduan Masyarzkat adalah laporan dari masyarakat
mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan,
korupsi, kolusi dan nepotisine yang dilakukan oleh
aparat pemerinrah dan atau aparat nemerintah daerah

dalam penyelenggaraan pemerintahan.



7. Aparat Pemerintah adalah pegawai di lingkungan

Penicrintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

Armnpns Do s slet b Srae ot L Ta1a1 YTl b N e TR

Daerah Kabupaten Gorontalo.
lddveu <

Pedoman Pelaksanaarn Penanganan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Gorontalo Taliun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum

pada limpiran merupakan  bagian yang tidak
@ terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulei berlaku pada tanggal diundangkan.

S e b e e mdpeiiod dasa el tigiian fr s s et dba g Cledboasds A hei 2 bl iJancbeds

Kabupaten Corontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR

TANGGAL

TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT D! LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GORONTALO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara
wajib melayani setiap warga negara penduduk untuk memenuhi
kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan

kesejahteraan masyerakat. .

Tata pemerintahan yang paik terkait erat dengan pelayanan publik.
Oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara traasparan
dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena
kuailitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas
dalam mencapai kesejnhteraan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan.
Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubalh mindset para birokrat
dari bermental penguasa menjadi penguasa yang bermental pelayan
masyarakat. Kebijakan lainnya adaiah penataan kelembagaan pelayanan
publik, penyederhanaan prosedur peciayanan, penerapan standar
pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem
manajemen mutu dalam pelayanan publik termasuk manajemen
penanganan pengaduan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu penjabaran secara lebih
rinci mengenai transparansi dan akuntahilitas pelayanan publik, karena
pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
.pelayanan publik akan meningkatkan kinerja pelayanan publik
Transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan pada seluruh aspek
manajemen pelayanan publik, meliputi kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, dan laporan hasil kinerjanya.



Transparansi dan akuntebilitas hendaknya dimulai dari proses
perencanaan pengembangan pelayanan publik serta kepastian pelayanan
bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas
pelayanan.

Dalam rangka memperkuat sistem  pemerintechan dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupat:n
Gorontalo pada tahun 2013 akan inembentuk Unit Pelayanan Pengaduan
.Masyarakat (UPPM). Pembentukan UPM ini diharapkan dapat membantu
menangani pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang,
hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, kolusi darn nepotisme
serta pelanggaran disiplir pegawai.

Melalui pembentukan Uni: Pelayanan Pengaduan Masyarakat
(UPPM) di atas diharapkan dapat menumbuhkembangkan hal-hal pentirg
sebagai berilut :

1. Peny:zlenggara Negara semalin berhati-hati dalam melakukan tugas,
fungsi dan tanggung jawab di bidargnya masing-masing sehingga
berdampak pada fpercepaten penurunan prosentase tindak
penyimpangan vang dewasa ini masih banyak terjadi di kalangan
aparatur negara terutama aparatur pemerintah.

2. Melakukan berbagai tindakan nyata dalam rangka menindaklanjuti
pengawasan masyarakat utamanya melalu intensifikasi penanganan
pengaduan masyarakat oleh semua unsur aparatur negara melalui
siklus penanganan yang dikemas secara komprehensif, terkoordinasi,
terpadu dan sinergik serta saiing rrenghormati hak, kevajiban dan
wewenangnya masing-inasing berdasarkan peraturan
perundang-undangarn yang berfaku.

Secara bertahap keberhasilan menangani pengaduan masyarakat,
diharapkan dapat mempercepat perwujudan penyelenggaraan
pemerintahan yang ba'lkk (Good Governance) terutama dalam memberikan
pelayanan, pengayoman can pemberdayaan kepada masyarakat.

Dari analisis data yarg dJdihimpun dari berbagai instansi
pemerintah dalam penanganan pengaduan masyarakat dan pencermatan
terhadap hal-ha! tersebut di atas, dipandang perlu Pemerintah
Kabupaten Gorontalo menerbitkan Pedoman Umum Unit Pelayanan
Masyarakat di lingkungan Pemeriniah Kabupaten Gorentalo, sebagai

acuan pelaksanaan baik pada Unit Pelayanan pengaduan maupun pada



masing-masing SKPD, agar pada tahapan penatausahaan, penanganan

dan pemantauan pengadvan masyarekat dapat terselenggara dengan

efektif dan efisien serta terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat.

Dasar Hukurn

1.

,0‘

p—

Undang-Undang Nomor 2€ Tahun 1999 tentang Penyzlenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lemnbaran Negara Repablik Indornesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembarzn Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahug 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor
128, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
\wembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan
Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada
Masyarakat,;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi
Birokrasi;

Keputusan Menter: Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun

1993 tentang Tata Laksana Pelayanan Umum.



9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomo
Kep/25/M.PAN/2/2004 tent~ne Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Ma . urak.: . o : nsi Pemerintah.

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Kep/26/M.PAN/2/20C4 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pelayenan Publik.

11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tohon 2005 tent-np Taona Adoe

Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pem:rintahan Sehari-

DeIl L), sebagelldbd el Wuoad willuk  Kedua Kaklilya aengal

Peratiires Tapatl Mamae ™0 7 R o lls o P A

1. Maksua
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pelayanan
Masyarkaat (UPM) dan SKPD di linglkungan Pemerintah Kabupaten
Corontalo dalam penanganan pengadvan masyarakat agar lebih
terkoordinasi, efektif, efisien dan dapai dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang b<rlaku.
2. Tuiuan
Dengarn. adanya pedoman ini diharapkan pengaduan masyarakat dapat
dengan cepat dan tepat ditangani dalam rangka mendukung terwujudnya
. penyelenggaraar. pemerintahan yang baik (Good Govemance) dan bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sasaran

1. terselesaikannya pcnangsnan pengaduan masyarakat secara tepat,
tertib, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
sesuai dengun ketentuan peraturan verundang-undangan yang berlaku;

2. terciptanya koordinasi antar instansi pemerintah yang haik dalam

menyeciesaikan penanganan pengaduan masyarakat;



3. mendakung terwujudnya kepemerir:tahan yang baik dan percepatan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Gorontaio;

ey ':"'\!11’w"’ I

L) =] o ¢

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat oleh apavatur

pemerintah.

E. Ruang Lingkup
Pedoman ini mencakup penanganan pengaduan masyarakat yang diterima
oleh Unit Pelayanan Macyarakat yang cisampaikan oleh masyarakar secara
langsung/tidak langsung, secara tertulis/tidak tertulis baik melalui surat

maupun media elektronik secara jelas dan bertanggung jawab di wilayah
hukum Kabupaten Gorontalo.

F. Jenis dan Bentuk Pengaduan
1. Jenis Pengaduan
Tindakan atau dugaan naladministrasi oleh pejabat publik di
lingkungan pemerintah daerah yang dapat diadukan antara lain:
. Penundaan berlarut
. Penyalahgunaan kewenangan
. Bertindak sewenang-wenang, tidak adil dan tidak patut

. Penyimpangan prosedur

a
b
c
d
e. Perbuatan melawan hukum _
f. Korupsi, kolusi dar. nepotisrae
g. Intervensi

h. Lalai atas kewajitan

i. Tidak kompeten
k. Lain-lain tindakan pejabat publik yang merugikan masyarakat.

2. Bentuk Pengaduan
Dilihat dari sisi cara penyampaian, pengaduan dapat dikelompokkan
dalam 2 (dva) bentuk vaitu:
. a. Pengaduan yang disampaikan dengan cara langsung atau secara

lisan melalui temu muka atau tatap muka, baik kepade Pimpinan
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Pemerintah Daerah atau pimpinan SKPD atau unit/satuan kerja lain
maupun melalui Pejabat/petugas pengelola pengaduan.

b. Pengaduan yang disampaikan dengan cara tidak langsung, melalui
surat atau media lainnya, misal melalui surat, sambungan telepon
yang disediakan khusus untuk menerima pengaduan, email atau

medta informasi lainnya.

G. Prinsip Penanganan Pengaduan Mesyarakat
Prinsip penanganan pengaduan masyafakat ini merupakan nilai dasar yang
wajib dipedomani oleh Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (JPPM) dan
SKPD di lingkungan Pemda Kabupaten Gorontalo dalam menangani
pengaduan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip tersebut. adalah:

1. obyektivitas, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus

berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai verdasarkan kriteria

tertentu yang ditetapkan; .

2. koordinasi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus
dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang
berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur
yaug berlaku, sehingga masalahnya dapat diselesaikan sebagaimana
mestinya;

3. efektivitas dan efisiensi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan
rnasyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemea! tenaga,

waktu dan biaya;

4. akuntabilitas, bahwa proses kegiatan penanganan pengaduan
masyarakat dan rindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan prosedur yang berlaku;

S. kerahasiaan, bahwa penanganan terhadap suatu pengaduan
masyarakat dilakakan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. cepat, artinya setiap lanoran atau pengaduan yang masuk harus secepat
mungkin ditindaklanjuti atau ditanggapi;

7. sederhana, artinya prosedur ata: mekanisme penanganan laporan atau
pengaduan masyarakat harus sesederhana mungkin  untuk

memudahkan masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan;



11.

11

transparan, artinva proses penerinlaan aqan tindak lanjut
penanganannya harus transparan (terbuka) yang memberikan akses
masyarakat untuk memantau tindak lanjut penyelesaiannya;

akuntabel, artinva laporan atau pengaduan masvarakat harus

memberikan kepastian kepada masyarakat atas tindak lanjut rerhadap

1.1 .
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harus ditangani secara proporsional oich pejabat/petugas sesuai dengan
kapasitas dan kewenangannya masing-masing sesuai peraturan
perundang-undangz.ri;

informatif;, artinya Pimpinan Pemerirtah Daerah atau SKPD atau
Penyelenggara harus menginformasikan dan mempublikasikan sistem
penanganan laporan atau pengaduan masyarakat di lingkungan masing-

masing;

12.tidak diskrimininatif, a:tinya laporan atau pengaduan masyarakat yang

diterima harus ditindaklanjuti secara adil dan transparan sesusci

peraturan perundang-undangan.
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BAB IX
PENATAUSAHAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Setiap pengaduan masyarakat vang diterima, perlu dilakukan
penatausahaan oleh Unit Pelayanan Masyarakat (UPM) dengan tahapan sebagai
berikut:

A. Pencatatan

Pencatatan dilakukan sesuai dengan prosedur

penatausahaan/pengadministrasian yang berlaku dengan cara manual atau

penggunasn sistem aplikasi komputer disesuaikan dengan prasarana yang
dimiliki.

Hzl-hal yang perlu aqicatat pada proses pencatatan n»engaduan

masyarakat:

1. Data surat pengaduan meliputi : nomor agenda, tanggal agencla, tanggal

surat, pengaduan, kategori surat, perihal

N

Identitas pelapor, meliputi : nama, alarnat pekerjaan

Identitas terlapor, meliputi : nama, alamay, jabatan, instansi terlapor

Rl

Lokasi kasus

B. Penelasghan
Pengaduan yang telah dicatat kemuadian ditelaah dan di kelompokkan
berdasarkan kode jenis masalah, sebagai berikut:

. penyalahgunaan wewenang;

1
2. pelayanan rnasyarakat;

3. korupsi/pungli;

4. kepegawaian;

5. pertanahan/perumahan;

6. tatalaksana pemerintahan/birokrasi;
7. lingkurigan hidup; dan

8. Lain-lairn.

Langkah-langkah penclaahan materi pengaduan masyaraka!t meliputi
kegiatan-kegiatan sebagat berikut:
1. merumuskan inti mnasalah yang diacukan;

2. menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan;
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3. memeriksa dokumen Adan/ateq Tedarees gl wane nenah nrda Aaloey

4. merumuskan rencana penanganen atau langkah-iangkah yang
diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirraasi, penelitian atau pemeriksaan,

investigasi untuk membuktikar: kebenaran materi pengaduan

Hasil penelahaan pengaduan masyarakal tersebut, dikelompokkan dzlam 3
(figa) kategori, yaitu:
1. Berkadar Pengawasan

Penanganan pengaduan masyaraigat berkadar pengawasan adalah

sebagai berikut:

a. Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dengan identitas
pelapor jelas dan substansi/materi laporan logis dan memadai harus
segera dilakukan pemeriksaan untuk membuktiken kebenaran
informasinya; .

b. Pengaduan masyarakat vang berkadar pengawasan dengan identitas
pelapor tidak jelas, namun suvbstansi/materi laporan logis dan
memadai harus segera dilakukarn pemeriksaan untuk membuktikan
kebenaran informasinya;

c. Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dengan identitas
pelapor elas, namun substansi/materi laporan tidak memadai perlu
dilakukan  klarifikasi dan konfirmasi sebelum  dilakukan
pemeriksaan;

d. Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan tetapi
permasalahannya yang sama, sedang atau telah dilakukan
vemeriksaan, dijadikan tambahan informasi bagi proses pembuktian.

2. Tidak Berkadar Pengawasan

Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dijadikan bahan informasi

atau untuk bahan pengambilan keputusan/kebijakan sesuai dengan

materi yang dilaporkan.
3. lLain-Lain

Pengaduan masyarakat yang identitas pelapor tidak jelas dan atau tidak

ada data vang iayak serta menunjang informasi yang diadukan dan atau

pengaduan yang berupa keinginan pelapor yang secara norrmatif tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang

berlaku dan pemerintah tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu
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dilakukan penanganar lebik lanjut (deponir) tetapi cukup dicatat

sebagai bahan dolumentasi/ arsi}w.

Sarana dan Prasarana

Sarana pengaduan diupayakan semaksimal mungkin agar menjadi

sa2rana komunikasi dan penyalus aspirasi masyakat yang efektif. Sarana ini

dapat berupa:

1.
2.

'(O

Kotak pengaduan/kotak saran;
Line-telepon khusus vang disediaxar untuk menerima pengaduan
masyarakat;

Teknologi informasi, seperti web-site, e-mail, sms dan media informasi

lainnya yang disesua’kan dengan kemampuan dan kondisi lingkungan

masing-masing daerah;

. Forum tatap muka dengan masyarakat.

. Prcsedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

1.

Untuk mengelola pengaduan masyarakat dalam penyelenggaiaan
pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah, PPemerintah

Daerah dapat:

wr

CAN ki dabtie bl aciendag davs iyt B L T L S N R Y 2 N AP PO

derigan pengelolaan pengaduan mesyarakat;

b. Menugaskan salah satu unit kerja di lingkungan SKPD/bacan/kantor
pelayanan terpadu bagi pemerintah daerah yang telah nmembentuk
badan/kantor pelayanan terpadu, dan atau;

¢. Membentuk unit/satuan kerja baru sesuai peraturan perundang-

undangan.

2. Pimpinan Pcnierintah Daerah melaiui pimpinan satuan kerja pengelola

pengaduan di Propinsi/Kabupaten/Kota dapat mengkoordinasikan
penugasan pejabat/pertugas pengelola pengaduan di setiap SKPD dan
unit/satuan kerja penyelenggara pelayanan publik lainnya untuk
menangani  pengelolaan pengaduan  masyarakat. Tugas dari
pejabat/petugas pengelola pengaduan inj antara lain;

a. Mererima dan mencatat setiap pengaduan dari masyarakat;

h. Memberikan perjelasan dan_ informasi kepada pelapor/pengadu

mengenai penanganan pengaduan yang diterima;
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Memeriksa substansi pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat;

d. Dapat merninta keiengkapan berkas atau dokumen yang diperlukan,

5

seperti identitas diri, dan dokumer. lain yang terkait;

. Melaporkan dan meneruskan pengaduan yang diterima kepada

pimpinan SKPD atau unit/sataan %erja penyelenggara lainnya atau
kepada unit pengelela pengaduan untuk memperoleh penanganan;
Mendokumentasikan secara tertio dan teratur secmua pengaduan
masyaraxkat yang diterima;

Mengikuti dan 1aencatat perkembangan penyelesaian setiap

pengaduan dan memberitahvikannya kepada pengadu.

Untuk pengaduan masyarakat yang diterima lansung cleh Pimpinan

Pemerintah Daerah, penyelesaiannya dapat didelegasikan kepada

pimpinan unit/satuan kerja pengelola pengaduan untuk selanjutnya

dikoordinasikan lebih lanjut dengan _pimpinan SKPD atau pimpinan

unit/satuan kerja lair. sesuai dengan kewenangannya.
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BAB III
PROSES PEMBUKTIAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang telal dicatat, ditelaah dan diklasifikasi

menurut masalah serta dikelompokkean menurut kategori berkadar pengawasar,

dan tidak berkadar pengawasan. Langkah selanjutnya adalah mencari bukti

mengenai kebenaran pengaduan masvarzskat.

Proses pembuktian pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :

A. Konfirmasi dan Xlarifikasi

1. Konfirmasi

Tahap-tahap kegiatan konfirmasi aanat dilakukan scbagai berikut:

a.
b.

C.

mengidentifikasi terlapor;

melakukan komurnikasi kepada pimpinan instansi terlapor;

mencari informasi tambahan dari sygrber lain atas permaSalahan yang
diadukan;

mengumpulkan bukti-bukti awal sebagai bahan pendukung.

Hasil dari komirmasi pengaduan masyarakat berupa kesimpulan
tentang keyakinan mengenai kenyavaan keberadaan oknurn yang
teridentifikasi dalam pengadua; masyarakat, dan kesimpulan tentang
perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan atau investigasi yang lebih
mencalam atas permasalahan yang diadukan.

Apabila kesimpulan hasil konfimasi atas permasalahan menyatakan
tidak perlu dilakukan pemeriksaan atau investigasi, mala instansi
penerima pengaduan melaporkan hasil konfirmasi kepada sumber

pengaduan dar: pihak-pihak terkait.

2. Klarifikasi
Tahap-tahap kegiatan klarifikasi dapat dilakuikan sebagai berikixt:

a.

pengecekan permasalahan yang diadukan kepada sumber-sumber
yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan permasalahan
yang diadukan;

perumusan kondisi yang senyatanya terjadi berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

. penjelasan dapat dilalkkukan melalui surat dinas.



Surat-surat pengaduan setelals melalui tahapan penelaahan dan

wluk  meelperoleh oukd-vukt. yang curup, kompewen, relevan  Qar:

Viorer s

prosedur dan ketentuan scrta arah dan kebijaksanaan intensifikasi
penanganan pengaduan masyaraket untuk memperoleh bukti fisik, bukti
dokumenter, bukti lisan, bukti perhiturgan, bukti deri spesialis/ahli atau
bukti-bukti lainnya mengenai kebenaran permasalahan.
Tahap-tahap proses pembukuian setidak-tidaknya mencakup kegiatan
sebagai berikut :
1. Penelitian/pemeriksaan dilakukan dengan cermet, cepat, mudah serta
hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Hasi}  penclitian/pemeriksaan pengaduan  masyarakat — segera
disampaikan oleh instansi pemeriksa kepada
a. pimpinan instansi terlapor;
b. pimpinan instansi penerima, pengaduan;
3. Memberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang wajer kepada

pelapor dan terlapor.
Pelaporan Hasil Penelitian Pemeriksaan

Laporan penyelesaian pengaduan measyarakat disampaikan kepada
Kementerian Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otoniomi Daerah dan
Ombudsman Republik Indonesia sed:kit-dikitnya 1(satu) kali setiap tahun.
Dalam hal-hal tcrtentu, Pemerintah Daerah juga wajib menyampaikan
laporan penyelesaian peugaduan_ masyarakat kepada kedua instansi

tersebut apabila diminta.
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BAB IV

TINDAK LANJUT DAR PEMANTAUAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Tindak Lanjut Hasil Penelitian/Pemeriksaan

1.

Terhadap Pelapor

a.

a.

Apabila hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti
kebenarannye, maka pejabat yang diberi wewenang, menyarnpaikan
informasi tersebut kepada pelapor.

Apabila hasil pemeriksaan terbukii kebenarannya, maka pejabat
yang diberi wewenang menyampaikan surat ucapan terima Kkasih
kepada pelapor.

Selama pengaduan masih dalamn proses penanganan, pejabat yang

berwenang berkewajiban melindungi pelapor.

. Terhadap Terlapor

Apabila hasil pemeriksaan tidal; mengandung kebenararn, maks
pejabat yang diberi wewenang segera mengemnbalikan nama baik
terlapor.

Apabila hasil pemeriksaan mengandung kebenaran, maka pejabat
yang diberi wewenang segera mengambil tindakan sesvai dengan

ketentuan yang berlaimu.

Laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat apgar segera

ditindaklanjuti sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku, antara

lain:

a.

e a o0 o

Tindakan administratif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Tindakan tuntutar. perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
Tindakan gugatan perdata;

Tindakan pengaduan perbuatan pidana;

Tindakan penyempurnaan manajemen instansi yang bersangkutan.

B. Pemanfaatan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat

Setiap pimpinan instansi pemerintah dapat memanfaatkan hasil tindak

lanjut penanganan pengaduan masyarakat, antara lain:

1. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat calam membangun

kontro! sosial yang sehat, sekaligus mencegah timbulnya kemungkinan '

tindakan anarkis dan main hakim sendiri oleh masyarakat.
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Sebagai salah satu tolok ukur (barometer) untuk mengukur dan
mengetahui Kkepercayaan masyarakat terhadap kinerjz aparatur
pemerintat. .

Membangun citra aparatur pemerihtah yang etis, bermoral, profesional,
transparan, bertanggung jawab dan jiwa karsa aparatur pemerintah
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masvarakat.

. Memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengorganisasian, metode

kerja dan ketatalaksanaan birokrasi pemerintah, khususnya bidang

1 i v

peloranan rassryentoae : T P |

. Membangun kepekaan dan mengefektifkan fungsi manajerial terutams

pelaksanaain dan laporan pertanggung jawaban di semua jenjang
birokrasi pemerintah. .

Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan fungsional dan pengawasan

melekat.

. Menegakkan hukum dan keadilan secara tertib, proporsional dan

demokratis.

Pemantauan dan Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Masyarzakat

1.

Pementauan
Dalam rangka mengefektifkan pemantauan tindak lanjut

penanganan pengaduan masyerakat dapat dilakukan
a. Secara langsung

1} pemutakhiran data;

2) rapat-rapat koordinasi teknis,

3) kunjungan ke lapangan/instansi yang menangani.
b. Secara tidak langsung

1) melalui komunikasi elektronik;

2) melalui surat menyurat.
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2. Koordinasi

Dalam mengefek*itkan penanganan pengaduan masyarakat dapat

dilakukan koordinasi secara internal dan eksternal.

a. Koordinasi internal
1) antar nejabat/unit kerja di lingkungan instansi masing-mesing;
2) antar pejabat/unit kerja yang menangani pengaduan masyarakat

dengan pejabat/unit kerja lain di lingkungan instansi tertentu.

k. Koordinasi eksternal Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Pelaksanaan koordir.asi eksternal dapat dilakukan dengen membuat
Surat Keputusan Bersama (SKB) antara APIP, Aparat Penegak

Hukum, pejabat negara yang terkait clan masyarakat.

Sanksi

Pimpinan instansi dan atau unit kerja yang merolak pemeriksaan oleh
aparat pengawasan fungsional yang berwenang dan atau tidak
menindaklanjuti rekomendasi laporan basil pemeriksaan atas pengaduan
masyarakat sebagaimana mestinya dan atau melindungi aparatur yang
melanggar aturan dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi lain

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB V
PENUTUP

Dengan adanya Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat

Bagi Unit Pelayanan Masyarakat (UPM} dan Instansi Pemerintah ini diharapkan

PO I

- f .. [P a s . Coe . S, e Yo o . B VL. L

Langitah selanjutnya mendorong pimpinan instansi/unit kerja dalam
menindaklanjuti temuan-temuan dan hasil pengawasan masyarakat guna
memperbaiki mutu manajemen ntern instansi pemerintah menuju terwujudnya

pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

BUP% GORONTALO,
-/

/

< g -
DAVID BOBIHOE AKIB

SRS

e




